
Lampiran 6.1 
 

Menurut Undang-Undang RI Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik: Bab 1 

Pasal 1 
 

 
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), 

surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
 

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 
 

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan 

informasi. 
 

20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan 

usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui 

internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk 

menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 

 
BAB II 

 
ASAS DAN TUJUAN 

 
Pasal 4 

 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan 

tujuan untuk: 

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 
 

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 
 

d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan 

kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi 
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seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 
 

e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan 

penyelenggara teknologi informasi. 

 
BAB IV 

 

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK 
 

 

Bagian Kesatu 
 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik 
 

Pasal 15 
 

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem 

Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap 

beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 
 

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan 

Sistem Elektroniknya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat 

dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak 

pengguna Sistem Elektronik. 

 
Pasal 16 

 

 

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap 

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang 

memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: 
 

a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan 

Peraturan Perundang-undangan; 
 

b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi 

Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; 

c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan 

Sistem Elektronik tersebut; 
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d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, 

informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan 
 

e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, 

dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 

 
BAB V 

 

TRANSAKSI ELEKTRONIK 
 

Pasal 17 
 

 

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik 

ataupun privat. 

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. 
 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 18 

 

(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat 

para pihak. 

(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi 

Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 

(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, 

hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 

(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga 

penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul 

dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 

 
(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan 

kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang 

berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari 

 

xl 

Universitas Esa Unggul  



transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 
 

 

Pasal 19 
 

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem 

Elektronik yang disepakati. 

 
Pasal 20 

 

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat 

penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. 
 

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. 

 
Pasal 21 

 

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui 

pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik. 

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi 

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 
 

a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi 

Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; 
 

b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan 

Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau 
 

c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi 

Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. 
 

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat 

tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum 

menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. 
 

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen 

Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum 

menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. 
 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan 

terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna 
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Sistem Elektronik. 
 

 

Pasal 22 
 

(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen 

Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan 

perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
BAB IV 

 

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK 
 

PRIBADI 
 

Pasal 23 
 

 

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak 

memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. 
 

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha 

secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. 
 

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang 

dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak 

mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud. 

 
Pasal 24 

 

(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat. 
 

(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, 

Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang 

diperselisihkan. 
 

(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama 

Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Perundang- undangan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 25 

 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs 

internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 26 
 

(1) kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap 

informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus 

dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. 

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan 

gugatan atas kerugian yang ditumbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. 

 
BAB VII 

 

PERBUATAN YANG DILARANG 
 

Pasal 27-37 
 

 

BAB VIII 
 

PENYELESAIAN SENGKETA 
 

Pasal 38-39 
 

 

BAB IX 
 

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT 
 

Pasal 40 
 

 

(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi 

Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat 

penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu 
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ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik 

strategis yang wajib dilindungi. 

(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen 

Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data 

tertentu untuk kepentingan pengamanan data. 
 

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen 

Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan 

data yang dimilikinya. 
 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
 

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

 

Pasal 41 
 

(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi 

melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi 

Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 
 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan 

melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. 

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi 

dan mediasi. 
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BAB X 
 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 42-44 
 

 

BAB XI 
 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 45-52 
 

 

BAB XII 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 53 
 

 

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan 

kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku. 

 

BAB XIII 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 54 
 

 

PENJELASAN 
 

ATAS 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR 11 TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 
 

 

I. UMUM 
 

Pemanfaatn Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku 

masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi 
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informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa 

batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara 

signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang 

bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, 

kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan 

melawan hukum. 
 

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum 

telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum 

yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum 

telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, 

dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law 

of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. 

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer 

dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan 

teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat 

dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait 

dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya 

dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui 

sistem elektronik. 
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